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Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Girirejo,
Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan
data sekunder dari dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Desa Girirejo telah mematuhi ketentuan yang berlaku, terutama Permendagri Tahun 2014, dalam mengelola
dana desa. Proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana
desa dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, dan masyarakat. Meskipun mengalami kendala seperti
keterbatasan sumber daya manusia terampil dan infrastruktur yang memadai, Desa Girirejo berhasil
mengatasinya dengan cara melaksanakan pelatihan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta
memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Hasil penelitian ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain
dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola dana
desa untuk pembangunan dan kesejahteraan..
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1. PENDAHULUAN

Akuntansi adalah sistem informasi yang mencatat semua peristiwa historis yang menghasilkan
informasi dalam bentuk laporan keuangan, berguna bagi pihak internal maupun eksternal. Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, asal usul, dan/atau hak tradisional.Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengawasi
Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa untuk memanfaatkan sumber daya yang
dimilikinya secara maksimal dalam pembangunan masyarakat. Pemerintah Pusat menyatakan
kepedulian terhadap pembangunan pedesaan dengan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD)
sebesar minimal 10% dari sisa uang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Dana Alokasi
Khusus.Desa wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang diharapkan memberikan informasi yang komprehensif,
rinci, akurat, tepat waktu, akuntabel, transparan, dan mendorong tata pemerintahan yang baik.
Kasus korupsi di Desa Plosokidul, Kabupaten Kediri, menunjukkan pentingnya tata kelola keuangan
yang baik.

Penelitian tentang akuntansi desa menunjukkan perlunya peraturan teknis dan terpadu
sebagai acuan bagi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Desa masih
menghadapi kendala dalam penerapan akuntansi desa, seperti kurangnya sosialisasi, pelatihan,
dan fasilitas yang tersedia.Penelitian di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk,
berjudul "Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi empiris Di Desa Girirejo
Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)' diharapkan dapat memberikan masukan untuk
meningkatkan tata kelola keuangan desa.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan
ringkasan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian keuangan yang dilakukan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan, sesuai
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tanjung, 2009:35). Definisi Sistem Akuntansi
Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan adalah serangkaian prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lainnya yang

Halaman 859
JIRA@2024


mailto:roainaamelia83@gmail.com

JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI VOLUME 10 NOMOR 2 TAHUN 2024

sistematis untuk melaksanakan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan
keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah. Akuntansi Desa adalah proses pencatatan transaksi
yang terjadi di desa, yang diikuti dengan penyusunan dan pelaporan keuangan untuk menghasilkan
informasi berupa laporan keuangan yang berguna bagi pihak desa (Sujarweni, 2015: 17). Format
laporan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, dan hasil laporan keuangan desa wajib dilaporkan oleh Pemerintah
Desa.

Pengelolaan Dana Desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan akuntansi dana desa, sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana desa berasal
dari berbagai sumber, termasuk pendapatan asli desa, distribusi anggaran dan pendapatan serta
pengeluaran pemerintah pusat, penerimaan dan retribusi pajak daerah, bantuan keuangan
kabupaten dan provinsi, serta sumber pendanaan lainnya.

Alokasi Dana Desa adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota
kepada desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
yang diterima oleh Kabupaten/Kota, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa
merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan landasan teori ini, penelitian ini akan mengkaji Akuntansi dan Pengelolaan
Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

Gambar 1. Kerangka Penelitian

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian ini akan menggunakan fenomenologi untuk menggambarkan dan menjelaskan
bagaimana para aparatur desa memahami sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi
Dana Desa di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasi penelitian adalah Kantor
Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup semua informasi terkait dengan akuntansi dan
pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
Data tersebut terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari Kepala Desa, Sekretaris Desa,
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Kepala Seksi, Bendahara, dan informan lain yang memiliki pemahaman tentang pengelolaan
keuangan desa. Selain itu, data sekunder juga digunakan, yang dapat diperoleh dari berbagai
sumber seperti arsip, situs web resmi, dan literatur terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, studi kepustakaan,
dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara sistematis dan direncanakan sesuai dengan tujuan
penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang
dibutuhkan. Studi kepustakaan melibatkan penggunaan data dari internet, jurnal, peraturan
perundang-undangan, buku, dan sumber lain yang relevan. Dokumentasi dilakukan dengan
mengutip data sekunder berupa dokumen dari Desa Girirejo, termasuk laporan keuangan dan
literatur terkait.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif komparatif. Pendekatan ini
melibatkan perbandingan antara teori yang ada dengan fakta yang ditemukan di lapangan, dengan
menjelaskan prosedur secara deskriptif dan kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan berdasarkan
filsafat postpositivisme, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui triangulasi, yaitu menggabungkan beberapa metode pengumpulan data.
Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, yang lebih menekankan pada makna dari data daripada
generalisasi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah mengumpulkan data terkait
dengan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan
Bagor Kabupaten Nganjuk, membandingkan data yang terkumpul dengan teori-teori yang relevan
untuk menemukan kesesuaian atau perbedaan, dan mengusulkan rekomendasi untuk pelaksanaan
Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo
Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Hasil penelitian di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa
desa tersebut telah mematuhi ketentuan Permendagri Tahun 2014 dalam akuntansi dan pengelolaan
keuangan, khususnya dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBN, Dana Alokasi
Umum (DAU), dan dana bagi hasil pajak. Proses tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dan
dilakukan secara transparan dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Girirejo juga melibatkan
keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait rencana pembangunan, dimulai
dari Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Pada tahun 2023, Desa Girirejo
mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp. 470.738.700,00, yang direncanakan melalui
Musyawarah Desa (Musdus) dan Musyawarah Khusus (Mushus) sebelum Musyawarah Desa
(Musdes) terakhir. Proses perencanaan alokasi Dana Desa dimulai dengan sekretaris Desa
menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa, yang kemudian dibahas dan disetujui
oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melibatkan semua pihak terkait. Proses ini
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mendorong partisipasi
masyarakat dalam perencanaan dan penggunaan Dana Desa.

Meskipun proporsi anggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masih
menjadi perhatian, pelaksanaan ADD di Desa Girirejo menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik,
dengan penyaluran melalui Rekening Kas Desa dan penatausahaan keuangan desa dilakukan
secara sistematis oleh bendahara desa. Pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa
(ADD) di Desa Girirejo telah dilakukan dengan baik, termasuk laporan periodik semesteran dan
tahunan kepada bupati dan BPD. Meskipun ada kendala terkait kapasitas sumber daya manusia
dan infrastruktur, kepedulian antar perangkat desa dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat
mempercepat program pembangunan desa.

Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten
Nganjuk.

Di Desa Girirejo, proses pencairan alokasi dana desa dilakukan secara teratur dan
terkendali. Tahap awalnya adalah penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) yang
melibatkan pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Setelah RKPD disetujui
dalam musyawarah desa, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD) disusun
dengan rinci mencakup kegiatan yang akan didanai oleh alokasi dana desa. RAPBD kemudian
diajukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk verifikasi dan persetujuan. Jika RAPBD memenubhi
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persyaratan, dana desa dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten ke rekening resmi desa. Dana
tersebut digunakan oleh pemerintah desa sesuai dengan rencana yang telah disetujui dalam
RAPBD.

Setelah dana dicairkan, pemerintah desa melaksanakan program dan kegiatan sesuai
dengan RKPD dan RAPBD yang telah disetujui. Selanjutnya, pemerintah desa wajib menyusun
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara berkala sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Laporan ini disampaikan kepada pihak berwenang dan dipublikasikan untuk diketahui oleh
masyarakat. Dengan mengikuti proses ini, Desa Girirejo memastikan bahwa alokasi dana desa
digunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Tahapan penyusunan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan
Bagor Kabupaten Nganjuk.

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Girirejo dimulai dengan
perencanaan yang cermat. Proses ini melibatkan pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat
setempat dalam menyusun rencana kerja yang mencakup program dan kegiatan yang akan didanai
oleh dana desa. Perencanaan dilakukan secara partisipatif untuk memastikan kebutuhan dan
prioritas masyarakat terpenuhi. Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah penganggaran.
Rencana kerja yang telah disusun dijabarkan menjadi anggaran yang terinci, termasuk estimasi
biaya untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Penganggaran dilakukan dengan teliti untuk
memastikan alokasi dana desa sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa.

Setelah penganggaran, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan atau eksekusi. Dana desa digunakan
untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dengan pemerintah desa
bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan dana desa secara efisien dan efektif sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tahap penting dalam pengelolaan keuangan
alokasi dana desa adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa wajib menyusun
laporan keuangan yang mencerminkan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel.
Laporan ini disampaikan kepada pihak berwenang, seperti Inspektorat atau Badan Pemeriksa
Keuangan, serta dipublikasikan untuk diketahui oleh masyarakat Terakhir, tahap evaluasi dan
pengawasan menjadi kunci dalam penyusunan pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Evaluasi
dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan
efektivitas penggunaan dana desa. Pengawasan internal dan eksternal diperkuat untuk mencegah
dan menanggulangi potensi penyalahgunaan dana desa. Dengan mengikuti tahapan tersebut
secara sistematis dan transparan, Desa Girirejo dapat memastikan pengelolaan keuangan alokasi
dana desa yang baik dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat setempat.

Kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi
Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Di Desa Girirejo, penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan alokasi dana desa
menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan
sumber daya manusia yang terampil dalam bidang akuntansi dan keuangan. Desa mungkin
mengalami kesulitan dalam menemukan personel yang memiliki pengetahuan dan keterampilan
yang cukup untuk mengelola catatan keuangan secara efektif. Upaya untuk meningkatkan kapasitas
SDM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat menjadi solusi untuk mengatasi
kendala ini.Keterbatasan infrastruktur juga menjadi masalah yang seringkali dihadapi. Kurangnya
aksesibilitas terhadap teknologi, seperti koneksi internet yang stabil dan perangkat lunak akuntansi
yang memadai, dapat menghambat proses pencatatan dan pelaporan keuangan dengan baik.
Pemerintah desa perlu berupaya untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi guna
mendukung efisiensi dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

Selain itu, ketidakjelasan dalam aturan dan regulasi terkait pengelolaan dana desa juga
menjadi kendala serius. Desa mungkin kesulitan memahami dan mematuhi semua ketentuan yang
dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait penggunaan dana desa. Dalam hal ini,
penyediaan panduan yang jelas dan pemahaman yang baik tentang peraturan yang berlaku sangat
penting untuk memastikan kepatuhan dalam pengelolaan dana desa. Tidak kalah pentingnya adalah
risiko korupsi dan penyalahgunaan dana desa. Untuk mengatasi risiko ini, diperlukan penguatan
sistem pengawasan dan pengendalian internal. Langkah-langkah seperti penegakan aturan dan
regulasi, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, menjadi kunci dalam
memastikan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan efektif di Desa Girirejo.
Dengan upaya bersama antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pihak terkait lainnya,
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diharapkan Desa Girirejo dapat mengatasi kendala-kendala ini dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi di dalam penerapan akuntansi
dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten
Nganjuk.

Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, menghadapi tantangan dalam
menerapkan akuntansi dan pengelolaan keuangan dana desa. Untuk mengatasi hal ini, beberapa
langkah telah diambil:

1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM di bidang akuntansi dan keuangan melalui
pelatihan.

Memperbarui sistem informasi keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Menyusun pedoman dan prosedur yang jelas untuk pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Menguatkan pengawasan dan kontrol internal untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana.
Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan untuk
memastikan efektivitas dan efisiensi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dapat
disimpulkan bahwa penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)
telah berjalan efektif. Desa Girirejo telah mematuhi ketentuan Permendagri Tahun 2014 dan
melaksanakan proses pengelolaan dana desa secara transparan dengan melibatkan partisipasi
masyarakat. Proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa
berjalan dengan lancar, dan alokasi dana desa digunakan untuk program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi
dan pengelolaan keuangan ADD, seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi
dan keuangan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, ketidakjelasan aturan dan regulasi
terkait, serta risiko korupsi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Desa Girirejo telah melakukan upaya
seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem
informasi keuangan, penyusunan pedoman dan prosedur yang jelas, penguatan pengawasan dan
pengendalian internal, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, Desa Girirejo telah berhasil mengelola ADD dengan efektif, namun masih
perlu terus melakukan perbaikan dan peningkatan agar pengelolaan keuangan desa dapat lebih
efisien dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
setempat.

Penelitian tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa
Girirejo menunjukkan kemajuan yang baik, mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk
meningkatkan kualitas pemerintahan. Untuk meningkatkan kualitas pemerintahan lebih lanjut,
disarankan agar pemerintah desa memperluas program pelatihan bagi para pegawai desa. Dengan
melalui pelatihan yang diselenggarakan secara berkala, para pegawai akan memiliki keterampilan
yang lebih baik dalam mengelola keuangan desa. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
positif dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien di Desa Girirejo.
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